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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 330/Pdt.P/2018/PA.Tgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama  dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Roni Masrani Bin Bedu, tempat dan tanggal lahir Segihan, 12 Juni 1984,

agama  Islam,  pekerjaan  Swasta,  Pendidikan  Sekolah

Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Daud,

Rt.  01  No.  28,  Desa  Embalut,  Kecamatan  Tenggarong

Seberang,  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  sebagai

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 November

2018 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin  yang telah terdaftar di

kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Tenggarong  dengan Nomor

330/Pdt.P/2018/PA.Tgr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: 

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yaitu: 

  Nama                                : Imam Santari bin Heriandi

 Umur/TTL                         : 17 tahun 10 bulan/ Segihan, 04 Januari 2001

 Agama                              : Islam

 Pendidikan                      : SLTP
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 Pekerjaan                         : Karyawan Swasta

 Tempat kediaman di                  : Jalan Ulin, RT. 11, Desa Segihan, Kecamatan

Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara; 

 dengan calon isterinya

 Nama                                : Tri Yunita Rahma Dani binti Tajuddin

 Umur/TTL                         : 18 tahun/ Resak, 24 Mei 2000

 Agama                              : Islam

 Pendidikan                      : SLTA

 Pekerjaan                         : Tidak Bekerja

 Tempat kediaman di                  :  RT.  06 Desa Penawai,  Kecamatan Bongan,

Kabupaten Kutai Barat; 

 2.   Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan

Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Sebulu,

Kabupaten Kutai Kartanegara; 

 3.   Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut

ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku

telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Keponakan Pemohon belum mencapai

umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap

dilangsungkan karena Keponakan Pemohon dan calon isterinya tersebut telah

menjalin  hubungan  asmara  selama  2  tahun  dan  sekarang  calon  isteri

Keponakan Pemohon tersebut telah hamil 3  bulan; 

 4.   Bahwa antara Keponakan Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada

larangan menurut Syariat Islam untuk melakukan pernikahan; 

 5.   Bahwa Keponakan Pemohon dan calon isteri Keponakan Pemohon belum

pernah melakukan pernikahan; 
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 6.   Bahwa Keponakan Pemohon telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan

penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); 

 7.   Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri Keponakan Pemohon

telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya

yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut; 

 8.   Bahwa  maksud  dan  keinginan  untuk  menikahkan  Keponakan  Pemohon

tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi

sampai di KUA Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara PPN pada

kantor  KUA  tersebut  menolak  pelaksanaan  rencana  pernikahan  dari

Keponakan  Pemohon  berdasarkan  surat  penolakan  Nomor:

B.358/Kua.16.02.08/PW.01/XI/2018, tanggal 19 November 2018; 

 9.   Bahwa  Pemohon  sanggup  membayar  seluruh  biaya  yang  timbul  akibat

perkara ini; 

Berdasarkan  dalil-dalil  tersebut  di  atas,  Pemohon  memohon  kepada

Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1.    Mengabulkan permohonan Pemohon; 

 2.    Memberi dispensasi kepada Keponakan Pemohon yang bernama Imam

Santari bin Heriandi untuk menikah dengan seorang perempuan bernama

Tri Yunita Rahma Dani binti Tajuddin; 

 3.    Membebankan  biaya  perkara  ini  kepada  Pemohon  sesuai  dengan

ketentuan hukum yang berlaku; 

Bahwa pada hari  dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon

telah  hadir  sendiri,  dan  Majelis  Hakim  telah  memberikan  nasehat

terkait  ....................  berdasarkan  hukum  Islam,  akan  tetapi  Pemohon

menyatakan tetap pada permohonannya;
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Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang

isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalilnya,  Pemohon  telah  mengajukan

bukti-bukti  berupa:

A.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Surat:

................belum diisi data alat bukti................

B.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Saksi:

Bahwa  Pemohon telah  menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

penetapan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud  dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  dalil-dalil  permohonan Pemohon  pada  pokoknya

adalah sebagai berikut:

1. …………………………………….

………………………………………………………….;

2. …………………………………….

………………………………………………………….;

3. …………………………………….

………………………………………………………….;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil  angka  …….dan  ……,

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 dst .... serta ...... orang saksi;
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Menimbang, bahwa bukti P.1 ( fotokopi ……………..) bermeterai cukup

dan  cocok  dengan  aslinya,  merupakan  akta  otentik,  isi  bukti  tersebut

menjelaskan  mengenai  …………..,  sehingga  bukti  tersebut  telah  memenuhi

syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan

pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg

juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 ( fotokopi ……………..) bermeterai cukup

dan  cocok  dengan  aslinya,  merupakan  akta  otentik,  isi  bukti  tersebut

menjelaskan  mengenai  …………..,  sehingga  bukti  tersebut  telah  memenuhi

syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan

pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg

juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 ( fotokopi ……………..) bermeterai cukup

dan  cocok  dengan  aslinya,  merupakan  akta  otentik,  isi  bukti  tersebut

menjelaskan  mengenai  …………..,  sehingga  bukti  tersebut  telah  memenuhi

syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan

pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg

juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang,  bahwa saksi  1  Pemohon (nama saksi)  tidak  mempunyai

hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal

sehat  dan sudah disumpah,  sehingga memenuhi  syarat  formil  sebagaimana

diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  Pemohon  mengenai

angka  ................  adalah  fakta  yang   dilihat  sendiri/didengar  sendiri/dialami

sendiri    dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh

karena     itu  keterangan  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil

sebagaimana   telah diatur dalam Pasal  171 HIR/Pasal  308 R.Bg sehingga

keterangan     saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima

sebagai bukti;

Menimbang,  bahwa saksi 2 Pemohon (nama saksi) tidak mempunyai

hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal
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sehat  dan sudah disumpah,  sehingga memenuhi  syarat  formil  sebagaimana

diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  2  Pemohon  mengenai

angka  ................  adalah  fakta  yang   dilihat  sendiri/didengar  sendiri/dialami

sendiri  dan relevan dengan dalil  yang harus dibuktikan oleh Pemohon,  oleh

karena  itu  keterangan  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil

sebagaimana  telah  diatur  dalam  Pasal  171  HIR/Pasal  308  R.Bg, sehingga

keterangan saksi  tersebut  memiliki  kekuatan pembuktian dan dapat  diterima

sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh

fakta sebagai berikut:

1. …………………………………….

………………………………………………………….;

2. …………………………………….

………………………………………………………….;

3. …………………………………….

………………………………………………………….;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta

hukum sebagai berikut:

1. …………………………………….

………………………………………………………….;

2. …………………………………….

………………………………………………………….;

3. …………………………………….

………………………………………………………….;

Menimbang, bahwa ……………………………………………….........., oleh

karena  itu  …………………  (di  sini  hakim  menganalisa  hukum  dan

penerapannya);

Menimbang,  bahwa....................................(di  sini  satu  persatu  petitum

permohonan Pemohon dipertimbangkan oleh hakim);
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  di  atas,

Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-

dalil  permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk

dikabulkan; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan,

maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENETAPKAN:

MENETAPKAN

 -   Mengabulkan permohonan Pemohon; 

 -   Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Imam Santari bin

Heriandi  untuk  menikah  dengan  seorang  perempuan  bernama  Tri  Yunita

Rahma Dani binti Tajudin; 

 -    Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 291.000,- (dua ratus sembilan  puluh satu ribu  rupiah); 

Demikian  penetapan  ini  dijatuhkan  dalam  rapat  permusyawaratan

Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018

Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Dr.

H. Sukri HC, M.H.  sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arifin, S.H., M.H. dan Drs. H.

Ahmad Syaukani masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari  itu juga oleh Ketua

Majelis  tersebut  dengan  didampingi  oleh  Hakim  Anggota  dan  dibantu  oleh

Faidil  Anwar,S.Ag.,S.H.,M.H.  sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh

Pemohon; 
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Hakim Anggota,

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Dr. H. Sukri HC, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Syaukani
Panitera Pengganti,

Faidil Anwar,S.Ag.,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

  1.  Pendaftaran  Rp30.000,00 
   2.  Proses  Rp50.000,00 
  3.  Panggilan  Rp200.000,00 
  4.  Redaksi  Rp10.000,00 
  5.  Meterai  Rp6.000,00 

    Jumlah Rp296.000,00
    ( dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah ) 
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8


